
 

 

ANGGARAN DASAR 
PARTAI PEJUANG KEADILAN 

 
MUKADIMAH 

Bahwasanya Republik Indonesia memperoleh kemerdekaan itu menyangkut seluruh 
sendi-sendi kehidupan Berbangsa, Bernegara yang meliputi Kehidupan Politik, Hukum, 
Ekomomi, dan Sosial Budaya, serta meliputi seluruh lemabaga tinggi dan tertinggi 
Negara yaitu Lembaga-lembaga Legislatif, Eksekutif, Judikatif, Auditory (BPK) dan 
Advisory (Dewan Pertimbangan). 

Kondisional pada saat ini terdapat kejanggalan dan serba tidak jelas kepastian, keadaan 
yang demikian itu menimbulkan gejolak pada kehidupan masyarakat dan membawa 
dampak kedudukan serta wibawa hukum semakin merosot karenanya. Oleh karena 
itu sangat urgen dan dibutuhkan perubahan khususnya dibidang hukum, tujuannya 
adalah untuk mengembalikan dan demi tegaknya Supremasi Hukum yang berdasar-
kan Keadilan, Kebenaran dan Penghormatan setinggi-tingginya hak seluruh warga 
Negara dan hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia.  

Perkembangnya dinamika aspirasi masyarakat dan untuk berpartisipasi menjaga 
keseimbangan dan kesinambungan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
dengan tetap memelihara semangat Proklamasi Kemerdekaan 17 (tujuh belas) Agustus 
1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima), Pancasila sebagai dasar negara dan 
Ideologi Bangsa, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(seribu sembilan ratus empat puluh lima) sebagai konstitusi Negara. Dengan Rahmat 
Tuhan Yang Maha Esa membentuk dan mendirikan Partai Pejuang Keadilan. 

Dalam kerangka memberi landasan penyelenggaraan dan ketatalaksanaan kepartaian 

yang baik, dengan penuh kearipan dan kebijaksanaan atas ridho Allah Yang Maha 

Kuasa, Dewan Pembina Partai Pejuang Keadilan menetapkan Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut. 

BAB I 
NAMA, ASAS, CIRI, KEDUDUKAN, DAN ATRIBUT 

Pasal 1 
(1) Partai ini bernama Partai Pejuang Keadilan yang disingkat P-PK, selanjutnya dalam 

Anggaran Dasar ini disebut Partai. 

(2) Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan di Balikpapan pada hari Selasa, 

tanggal 19 (sembilan bekas) Maret 2024 (dua ribu dua empat). 

Pasal 2 
Partai berasaskan Pancasila 

Pasal 3 
(1) Partai bercirikan beradab dan berakhlak, inovatif, patriotik, dan melayani. 

(2) Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat nasional, mandiri, dan 

terbuka. 

(3) Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkomitmen pada nilai bersih, peduli, 

dan profesional. 

Pasal 4 
(1) Pusat Partai berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

(2) Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk kepengurusan di wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

(3) Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk perwakilan di luar 

negeri bagi Warga Negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 



 

 

Pasal 5 
Partai memiliki atribut berupa Nama, Lambang, Bendera, Mars, dan Himne. 

BAB II 
VISI DAN MISI 

Pasal 6  

VISI : 

Pelopor Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta Bhakti untuk Keadilan Sosial 

bagi Seluruh Rakyat Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Pasal 7  

MISI : 

1. Membangun manusia seutuhnya sebagai insan sosial yang berakhlak mulia.  

2. Memberikan edukasi hak politik dan hak asasi serta hak hukum dan kewajiban berbangsa dan 
bernegara.  

3. Mewujudkan Negeri yang aman, damai sejahtera dan masyarakat yang religius dan berbudaya. 

4. Berpartisipati dengan penuh mendorong pembangunan hukum nasional dan internasional yang 
berlandaskan dan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.  

5. Pemerataan pembangunan nasional disegala bidang. 

6. Berperan aktif dalam penegakan hukum yang berkeadilan dalam sendi-sendi kehidupan ber-
masyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

7. Memberantas mafia hukum dibumi persada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mem-
perjuangkan tegaknya Supremasi Hukum. 

BAB III 
TUJUAN DAN FUNGSI 

Pasal 8 
Tujuan Partai adalah: 

a. Memenuhi hak, kewajiban, dan tanggung jawab politik hukum setiap Anggota;  

b. Partai sebagai wadah warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara; 

c. meningkatkan partisipasi politik hukum Anggota Partai dan masyarakat dalam 

rangka penyelenggaraan kegiatan penegakan hukum yang berkeadilan; 

d. memperjuangkan dan mengimplementasikan Visi dan Misi Partai terhadap kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan 

e. turut Membangun Moral Bangsa yang Beradab dengan Revolusi Akhlak dan Budaya 

Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Pasal 9 
Partai berfungsi: 

a. menyelenggarakan pendidikan politik hukum ; 

b. menyelenggarakan Pendidikan Politik Kaderisasi Bangsa ; 

c. memperjuangkan dan membela kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara melalui 
jalur politik dan hukum ; dan 

d. memelihara dan memperjuangkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 



 

 

BAB IV 
ANGGOTA PARTAI 

Pasal 10 
(1) Setiap warga negara Indonesia dapat menjadi Anggota Partai sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Pendidikan Politik 

Kader Bangsa bagi calon Anggota Partai. 

(3) Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan kaderisasi Anggota 

Partai secara berjenjang dan berkelanjutan. 

(4) Kaderisasi Anggota Partai dilakukan dengan pembinaan, pelatihan, dan pendidikan 

hukum dalam Unit Pembinaan Anggota. 

(5) Kelompok Anggota Partai terdiri atas: 

a. Kelompok Anggota Pendukung; 

b. Kelompok Anggota Penggerak; dan 

c. Kelompok Anggota Pelopor. 
(6) Kelompok  Anggota Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri 

atas: 

a. Anggota Pemula ; dan 

b. Anggota Siaga. 
(7) Kelompok Anggota Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas: 

a. Anggota Muda; dan 

b. Anggota Pratama. 
(8) Kelompok Anggota Pelopor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c terdiri atas: 

a. Anggota Madya; 

b. Anggota Dewasa; dan 

c. Anggota Utama. 

Pasal 11 
Anggota Partai diberhentikan karena: 

a. meninggal dunia; 

b. mengundurkan diri; 

c. menjadi anggota Partai Politik lain; 

d. dilarang menjadi anggota partai politik oleh peraturan perundang-undangan; 
dan atau dicabut hak politiknya oleh Pengadikan ;   

e. melanggar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga. 

BAB V 
ANGGOTA KEHORMATAN 

Pasal 12 
(1) Anggota Kehormatan adalah: 

a. Orang perseorangan yang berjasa kepada Partai; 

b. tokoh atau pakar yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan Partai; dan 

c. Orang perseorangan yang mengajukan permohonan kepada Partai untuk menjadi 
Anggota Kehormatan. 

(2) Anggota Kehormatan yang berasal dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, huruf b, dan huruf c diangkat dan ditetapkan oleh Partai. 

(3) Ketentuan berkenaan dengan Anggota Kehormatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat. 

 



 

 

BAB VI 
ORGANISASI PARTAI 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 13 
Organisasi Partai terdiri atas: 

a. Lembaga Partai; dan 

b. Struktur Partai. 

Bagian Kedua 
Lembaga Partai 

Pasal 14 
(1) Lembaga Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a yaitu sayap Partai 

yang bersifat domestik, otonom, dan mempunyai terstruktur di bawahnya. 

(2) Lembaga Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri : 

a. Dewan Pembina ; 
b. Dewan Pimpinan Pusat; 
c. Mahkamah Partai; 
d. Dewan Pimpinan Wilayah;  
e. Dewan Pimpinan Cabang. 
f. Pimpinan Anak Cabang 
g. Pimpinan Ranting 

Paragraf 1 
Dewan Pembina 

Pasal 15 
(1) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a adalah 

Lembaga Tertinggi Partai, berkedudukan di Pusat Partai sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (1); 

(2) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  berjumlah paling sedikit 17 

(tujuh belas) orang ; 

(3) Anggota Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Anggota 

Tetap dan Anggota Tidak Tetap; 

(4) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua; 

(5) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan musyawarah 

paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun; 

(6) Penanggung jawab musyawarah Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5), yaitu Ketua Dewan Pembina; 

(7) Masa Bakti Dewan Pembina, yaitu 5 (lima) tahun. 

 
Pasal 16 

(1) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berfungsi sebagai lembaga 

Pengendali, yaitu Permusyawaratan Tertinggi Partai; 

(2) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang : 

a. memilih, menetapkan, dan memberhentikan Ketua Dewan Pembina; 

b. atas usul Ketua Dewan Pembina, menetapkan: 

1) Wakil Ketua Dewan Pembina paling sedikit 1 (satu) orang; 

2) Sekretaris Dewan Pembina; 

3) Ketua Pertimbangan Pusat; sebaiknya ini di tiadakan agar menghidari 



 

 

dualisme kepentingan. 

4) Ketua Umum Partai; dan 

5) Ketua Dewan Pembina Pusat . 

c. menetapkan Anggota Tetap Dewan Pembina ; 

d. menetapkan Anggota Tidak Tetap Dewan Pembina; 

e. mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai; 

f. membentuk panitia dan/atau tim tetap dan/atau tidak tetap di lingkungan 

Dewan Pembina; 

g. menerima pengunduran diri pimpinan dan/atau anggota dari kepengurusan Partai 

yang diangkat berdasarkan Ketetapan Dewan Pembina; dan 

h. menetapkan kebijakan Partai berkenaan dengan Pemilihan Presiden dan/atau 

Wakil Presiden Republik Indonesia. 

(3) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: 

a. menyelenggarakan Musyawarah Dewan Pembina ; 

b. membentuk komisi-komisi tetap dan tidak tetap di lingkungan Dewan Pembina ; 

c. mengkordinasikan kegiatan Anggota Dewan Pembina baik di daerah pemilihan-
nya maupun di luar daerah pemilihannya; 

d. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan Anggota Dewan Pembina 
atas penugasan yang diberikan kepada Anggota yang bersangkutan, baik 
secara perseorangan maupun kelompok; dan 

e. mengevaluasi kinerja, Dewan Pengurus Pusat, dan Mahkamah Partai Pusat 
secara berkala. 

(4) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dalam forum Musyawarah 
Nasional bertugas menetapkan: 
a. Falsafah Dasar Perjuangan Partai; 
b. Platform Kebijakan Pembangunan Partai; 
c. Garis Besar Kebijakan Partai ; 
d. Rencana Strategis Operasional Partai. 

Paragraf 2 
Dewan Pimpinan Pusat 

Pasal 17 
(1) Dewan Pimpinan Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b 

adalah Lembaga Tinggi Partai berkedudukan di Pusat Partai sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (1). 

(2) Dewan Pimpinan Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan: 

a. Ketua Dewan Pembina; 
b. Wakil Ketua Dewan Pembina; 
c. Sekretaris Dewan Pembina; 
d. Ketua Umum Partai; dan 
e. Ketua Mahkamah Partai Pusat. 

(3) Dewan Pimpinan Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Ketua 

Dewan Pembina. 

Pasal 18 
(1) Dewan Pimpinan Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berfungsi sebagai 

Badan Pekerja Dewan Pembina. 

(2) Dewan Pimpinan Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang membuat 

rekomendasi mengenai: 

a. kebijakan Partai berkenaan dengan Pemilihan Presiden Republik Indonesia



 

 

 dan merekomendasikan bakal calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden 

Republik Indonesia kepada Dewan Pembina ; 

b. kebijakan Partai berkenaan dengan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia, bakal calon gubernur dan/atau bakal calon wakil gubernur, 

bakal calon bupati dan/atau bakal calon wakil bupati atau bakal calon wali kota 

dan/atau bakal calon wakil wali kota, serta jabatan strategis lainnya; 

c. calon definitif yang akan ditempatkan pada posisi jabatan sebagaimana dimaksud 

pada huruf b; 

d. penetapan anggota Mahkamah Partai; 

e. pembentukan tim kerja yang berkenaan dengan tugas dan wewenang Dewan 

Pimpinan Pusat; 

f. anggaran pendapatan dan belanja tahunan dan program kerja Dewan Pengurus 

Pusat; 

g. anggaran belanja tahunan dan program kerja Dewan Pembina dan Mahkamah 

Partai Pusat; 

h. rancangan Struktur dan kepengurusan Partai Dewan Pimpinan  Pusat; dan 

i. laporan berkala dari Dewan Pengurus Pusat, dan Mahkamah Partai Pusat. 

(3) Rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ber-

sifat mengikat dan wajib ditindaklanjuti oleh Struktur Partai. 

Pasal 19 
Dewan Pimpinan Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bertugas: 

a. menyelenggarakan Mahkamah Partai ; 
b. melaksanakan Ketetapan Musyawarah Dewan Pembina ; 
c. menyelenggarakan koordinasi, konsultasi, dan supervisi terhadap Dewan Pengurus 

Pusat, dan Mahkamah Partai Pusat; dan 
d. menentukan sikap terhadap permasalahan kehidupan rakyat, bangsa, dan negara 

yang sangat penting dan mendesak demi keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

Paragraf 3 
Mahkamah Partai 

Pasal 20 
(1) Mahkamah Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c adalah 

Lembaga Partai Pusat berkedudukan di Pusat Partai sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1); 

(2) Keanggotaan Mahkamah Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1): 

a. berjumlah 7 (tujuh) orang; 
b. terdiri atas: 

1) Ketua merangkap anggota, dan 

2) Anggota; 
c. ditetapkan oleh Ketua Dewan Pembina Partai atas rekomendasi Dewan Pimpinan 

Pusat. 

(3) Syarat anggota Mahkamah Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b: 

a. berasal dari anggota Mahkamah Partai ; dan 

b. menguasai peraturan perundang-undangan dan Peraturan Partai. 

(4) Masa bakti keanggotaan Mahkamah Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

berakhir pada saat terbentuknya Mahkamah Partai yang baru. 



 

 

Pasal 21 
(1) Mahkamah Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah pelaksana tugas 

dan wewenang kemahkamahan Partai. 

(2) Mahkamah Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelaksana kemah-

kamahan tertinggi di Partai. 

(3) Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat. 

(4) Putusan Mahkamah Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh 

Dewan Pengurus Pusat. 

(5) Ketentuan lebih lanjut tentang Mahkamah Partai diatur dengan Panduan Mahkamah 

Patai Pusat. 

Para graf 4 
Dewan Pimpinan Wilayah 

Pasal 22 
(1) Dewan Pimpinan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d 

adalah forum musyawarah unsur pimpinan Struktur Partai di tingkat wilayah 

dalam koordinasi Dewan Pengurus Pusat, berkedudukan di ibu kota provinsi. 

(2) Dewan Pimpinan Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk oleh Dewan 

Pengurus Pusat dengan persetujuan Dewan Pembina Pusat di setiap provinsi 

dalam rangka efektivitas dan optimalisasi kerja Partai yang bersifat kolektif dan 

kolegial. 

(3) Setiap pelaksanaan rapat Dewan Pimpinan Wilayah yang berkenaan dengan hal 

yang penting dan strategis, wajib dihadiri oleh unsur Dewan Pengurus Pusat. 

(4) Keanggotaan Dewan Pimpinan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ter-

diri atas: 

a. Ketua dan Sekretaris Pembina Wilayah; 

b. Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Bidang Kaderisasi Dewan Pengurus 

Wilayah; dan 

(5) Koordinator dan penanggung jawab pelaksanaan rapat Dewan Pimpinan Wilayah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ketua Pembina Wilayah. 

Paragraf 5 
Dewan Pimpinan Cabang 

Pasal 23 
(1) Dewan Pimpinan Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e 

adalah forum musyawarah unsur pimpinan Struktur Partai di tingkat kabupaten/kota 

dalam koordinasi Dewan Pengurus Wilayah. 

(2) Dewan Pimpinan Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Dewan 

Pengurus Pusat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pimpinan Wilayah 

di setiap kabupaten/kota dalam rangka efektivitas dan optimalisasi kerja Partai 

yang bersifat kolektif dan kolegial. 

(3) Setiap pelaksanaan rapat Dewan Pimpinan Cabang yang berkenaan dengan hal yang 

penting dan strategis, wajib dihadiri oleh unsur Dewan Pengurus Wilayah. 

(4) Keanggotaan Dewan Pimpinan Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas: 

a. Ketua dan Sekretaris Pembina; 



 

 

b. Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Bidang Kaderisasi Dewan Pengurus 
Daerah; dan 

(5) Koordinator dan penanggung jawab pelaksanaan rapat Dewan Pimpinan Cabang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ketua Pembina Cabang 

Paragraf 6 
Pimpinan Anak Cabang 

           Pasal 24 
(6) Pimpinan Anak Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f 

adalah forum musyawarah unsur pimpinan Struktur Partai di tingkat Kecamatan 

dalam koordinasi Dewan Pengurus Cabang. 

(7) Pimpinan Anak Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Dewan 

Pengurus Daerah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pimpinan 

Cabang di setiap Kecamatan dalam rangka efektivitas dan optimalisasi kerja 

Partai yang bersifat kolektif dan kolegial. 

(8) Setiap pelaksanaan rapat Pimpinan Anak Cabang yang berkenaan dengan hal yang 

penting dan strategis, wajib dihadiri oleh unsur Dewan Pengurus Cabang. 

(9) Keanggotaan Pimpinan Anak Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas: 

c. Ketua dan Sekretaris; 

d. Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Bidang Kaderisasi Pengurus Anak 
Cabang; dan 

(10) Koordinator dan penanggung jawab pelaksanaan rapat Pimpinan Anak Cabang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ketua Anak Cabang. 

Paragraf 7 
Pimpinan Ranting 

Pasal 25 
(11) Dewan Pimpinan Ranting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf 

g adalah forum musyawarah unsur pimpinan Struktur Partai di tingkat Desa/ 

Kelurahan dalam koordinasi Pimpinan Anak Cabang. 

(12) Pimpinan Ranting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Dewan 

Pimpinan Cabang dengan memperhatikan pertimbangan Pimpinan Anak Cabang 

di setiap Kelurahan/ Desa dalam rangka efektivitas dan optimalisasi kerja Partai 

yang bersifat kolektif dan kolegial. 

(13) Setiap pelaksanaan rapat Pimpinan Ranting yang berkenaan dengan hal yang 

penting dan strategis, wajib dihadiri oleh unsur Pengurus Anak Cabang. 

(14) Keanggotaan Pimpinan Ranting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

e. Ketua dan Sekretaris; 

f. Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Bidang Kaderisasi Pengurus Ranting; 
dan 

(15) Koordinator dan penanggung jawab pelaksanaan rapat Pimpinan Ranting 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ketua Ranting. 

 

 

 



 

 

Bagian Ketiga 
Struktur Partai 

Pasal 26 
(1) Struktur Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b ialah susunan struktur 

dan kepengurusan Partai yang bersifat hierarkis, koordinatif, dan konsultatif. 

(2) Struktur Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Struktur Partai di tingkat Pusat; 

b. Struktur Partai di tingkat Provinsi; 

c. Struktur Partai di tingkat Kabupaten/Kota; 

d. Struktur Partai di tingkat Kecamatan; dan 

e. Struktur Partai di tingkat Desa/Kelurahan. 

(3) Struktur Partai pada tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
terdiri atas: 
a. Dewan Pembina Pusat; 

b. Dewan Pengurus Pusat; dan 

c. Mahkamah Partai Pusat. 

(4) Struktur Partai pada tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

terdiri atas: 

a. Pembina Wilayah; 

b. Dewan Pengurus Wilayah; dan 

c. Mahkamah Wilayah. 

(5) Struktur Partai pada tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf c terdiri atas: 

a. Pembina Cabang ; 

b. Dewan Pengurus Cabang ; dan 

(6) Struktur Partai di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d 

adalah Pengurus Anak Cabang. 

(7) Struktur Partai di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf e adalah Pengurus Ranting. 

Paragraf 1 
Dewan Pembina Pusat, Dewan Pembina Wilayah, 

dan Dewan Pembina  Cabang 

Pasal 27 
(1) Dewan Pembina Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a ber-

kedudukan sejajar dengan Dewan Pengurus Pusat dan Mahkamah Partai Pusat. 

(2) Dewan Pembina Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah 

pengkordinasian Dewan Pimpinan Pusat. 

(3) Dewan Pembina Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab 

kepada Mahkamah Partai melalui Dewan Pembina Pusat. 

(4) Dewan Pembina Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa 

bakti 5 (lima) tahun. 



 

 

Pasal 28 
(1) Dewan Pembina Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a 

berwenang: 

a. menyosialisasikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai; 

b. memberi pertimbangan, rekomendasi, konsultasi, dan supervisi kepada Dewan 

Pengurus Pusat dan/atau Dewan Pembina Pusat terhadap perumusan peraturan, 

pelaksanaan kebijakan, dan program Partai untuk menjamin tetap sesuai dengan 

Visi, Misi, Tujuan, Fungsi Partai, ; 

c. menetapkan dan menyosialisasikan Pedoman Partai; 

d. menguji Peraturan Partai di bawah Pedoman Partai terhadap Anggaran Dasar, 

Anggaran Rumah Tangga, dan/atau Pedoman Partai yang keputusannya bersifat 

final dan mengikat; dan 

e. melakukan hubungan fungsional secara langsung dengan Struktur Pembina Wilayah, 

Dewan Pengurus Wilayah atas persetujuan Dewan Pengurus Pusat; 

(2) Dewan Pembina Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a bertugas: 

a. Melaksanakan kebijakan dan pendelegasian tugas dari Dewan Pimpinan Pusat; 

b. Memberi usul dan pertimbangan kepada Dewan Pengurus Pusat dan/ atau 

Mahkamah Partai Pusat atas penugasan Dewan Pimpinan Pusat; 

c. Menyusun rencana kerja dan rancangan anggaran tahunan Dewan Pembina 

Pusat untuk diajukan kepada Dewan Pimpinan Pusat  

d. Membahas rancangan Pedoman atas usul Dewan Pengurus Pusat atau Mahkamah 

Partai Pusat; 

e. Menyampaikan laporan kerja dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan 

Pimpinan Pusat; dan 

Pasal 29 
(1) Dewan Pembina Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf a 

berkedudukan sebagai Struktur di bawah Dewan Pengurus Pusat, dan sejajar 

dengan Dewan Pengurus Wilayah dan Pembina Wilayah, serta berkedudukan di 

ibu kota provinsi. 

(2) Dewan Pembina Wilayah sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  berada  di  bawah 

pengawasan dan pengkordinasian Dewan Pengurus Pusat. 

(3) Dewan Pembina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung 

jawab kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Musyawarah Wilayah. 

(4) Dewan Pembina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 

masa bakti 5 (lima) tahun. 

Pasal 30 
(1) Dewan Pembina Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf a 

berwenang menyelenggarakan supervisi pelaksanaan Peraturan Partai pada 

Struktur Partai pada tingkat wilayah. 

(2) Dewan Pembina Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) 

huruf a bertugas: 

a. melaksanakan kebijakan Dewan Pengurus Pusat, Ketetapan Musyawarah 

Wilayah, dan kesepakatan Dewan Pimpinan  Wilayah; 

b. memberikan pertimbangan, rekomendasi, konsultasi, dan supervisi atas 

pengejawantahan kebijakan dan pelaksanaan program Partai agar sesuai 

dengan Tujuan Partai dan Ketetapan yang telah dikeluarkan oleh Musyawarah 

Wilayah, Organisasi Partai pada Tingkat Pusat, rapat Dewan Pimpinan 

Tingkat Wilayah, dan Rapat Kerja Wilayah; 



 

 

c. menyusun rencana kerja dan rancangan anggaran  tahunan  Pembina 

Wilayah dan mengajukannya kepada Dewan Pengurus Pusat melalui 

Dewan Pengurus Wilayah; 

d. menyampaikan laporan kerja dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan 

Pengurus Pusat; dan 

e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengurus 

Pusat melalui Musyawarah Wilayah. 

Pasal 31 
(1) Pembina Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf a 

berkedudukan sebagai Struktur di bawah Dewan Pengurus Wilayah, dan 

sejajar dengan Dewan Pengurus Cabang serta berkedudukan di ibukota 

kabupaten/kota. 

(2) Pembina Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah 

pengawasan dan pengkordinasian Dewan Pengurus Wilayah. 

(3) Pembina Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab 

kepada Dewan Pengurus Wilayah melalui Musyawarah Cabang. 

(4) Pembina Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa bakti 5 

(lima) tahun. 

Pasal 32 
(1) Pembina Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf a 

berwenang menyelenggarakan supervisi pelaksanaan Peraturan Partai pada 

Struktur Partai pada tingkat Cabang. 

(2) Pembina Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf a 

bertugas: 

a. melaksanakan kebijakan Dewan Pengurus Wilayah, Ketetapan Musyawarah 

Cabang, dan kesepakatan Dewan Pimpinan Cabang; 

b. memberikan pertimbangan, rekomendasi, konsultasi, dan supervisi atas 

pengejawantahan kebijakan dan pelaksanaan program Partai agar sesuai 

dengan Tujuan Partai dan Ketetapan yang telah dikeluarkan oleh 

Musyawarah Cabang, Organisasi Partai di tingkat wilayah, rapat Dewan 

Pimpinan Cabang, dan Rapat Kerja Cabang ; 

c. menyusun rencana kerja dan rancangan anggaran tahunan Pembina Cabang 

dan mengajukannya kepada Dewan Pengurus Wilayah ; 

d. menyampaikan laporan kerja dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan 
Pengurus Wilayah ; dan 

e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengurus 
Wilayah melalui Musyawarah Cabang. 

Paragraf 2 
Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Cabang, 

Pengurus Anak Cabang, dan Pengurus Ranting 

Pasal 33 
(1) Dewan Pengurus Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b 

berkedudukan sejajar dengan Dewan Pembina Pusat dan Mahkamah Partai 

Pusat; 

(2) Dewan Pengurus Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah 

pengawasan dan pengkordinasian Dewan Pimpinan Pusat; 

(3) Dewan Pengurus Pusat dipimpin oleh Ketua Umum Partai; 

(4) Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat terdiri atas: 



 

 

a. Ketua Umum ; 
b. Wakil Ketua Umum 

c. Sekretaris Jenderal dan beberapa Wakil Sekretaris Jenderal; 

d. Bendahara Umum dan beberapa Wakil Bendahara Umum; dan 

e. beberapa Bidang/Badan; 
(5) Ketua Umum Partai menetapkan pejabat dan kelengkapan struktur dan 

kepengurusan organisasi Dewan Pengurus Pusat, sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) ; 

(6) Ketua Umum Partai bertindak untuk dan atas nama Partai, sesuai dengan Anggaran 

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai; 

(7) Ketua Umum dan atau Wakil Ketua Umum menandatangani surat dan/atau 

dokumen penting tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

(8) Ketua Umum Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ber-

tanggung jawab kepada Dewan Pembina ; 

(9) Dewan Pengurus Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa 

bakti 5 (lima) tahun. 

Pasal 34 
(1) Dewan Pengurus Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf 

b berwenang: 

a. membentuk Dewan Pimpinan Wilayah ; 

b. membentuk Dewan Pimpinan Cabang dengan memperhatikan 

pertimbangan Dewan Pimpinan Wilayah; 

c. melakukan pemberhentian, pembekuan, atau pembubaran kepengurusan 

dan/atau Struktur Partai pada tingkat wilayah, atas persetujuan Dewan 

Pimpinan Pusat; 

d. melakukan pemberhentian, pembekuan, atau pembubaran kepengurusan 

dan/atau Struktur Partai pada tingkat Cabang, atas persetujuan Dewan 

Pimpinan Pusat dengan memperhatikan usul Dewan Pengurus ; 

e. menunjuk utusan untuk mewakili Partai yang akan mengikuti kongres, 

seminar, atau kegiatan resmi lainnya baik yang diadakan di dalam maupun 

di luar negeri; dan 

(2) Dewan Pengurus Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf 

b bertugas: 

a. menyusun rencana kerja dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja 

tahunan Dewan Pengurus Pusat berikut Struktur Partai di bawahnya 

berdasarkan Rencana Strategis Operasi Partai; 

b. mengoptimalisasi rencana kerja dan rancangan anggaran belanja tahunan 

Dawan Pembina Pusat, Dewan Pengurus Pusat, dan Mahkamah Partai Pusat; 

c. mengajukan rencana kerja dan rancangan anggaran tahunan sebagaimana 

dimaksud pada huruf  b kepada Dewan Pembina Pusat; 

d. menyelenggarakan kaderisasi Anggota Partai secara berjenjang dan ber-

kelanjutan; 

e. membentuk Struktur dan kepengurusan Partai pada tingkat wilayah dengan 

persetujuan Dewan Pimpinan Pusat; 

f. membentuk Struktur dan kepengurusan Partai pada tingkat CAbang atas usul 

Dewan Pengurus Wilayah ; 

g. menyampaikan laporan kerja dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan 

Pembina Pusat; dan 

h. menyelenggarakan tugas-tugas struktural, konsepsional, manajerial, dan operasional. 



 

 

Pasal 35 
(1) Dewan Pengurus Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf 

b berkedudukan sebagai Struktur Partai di bawah Dewan Pengurus Pusat, dan 

sejajar dengan Pembina Wilayah . 

(2) Dewan Pengurus Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah 

pengawasan dan pengkordinasian Dewan Pengurus Pusat. 

(3) Dewan Pengurus Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung 

jawab kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Musyawarah Wilayah. 

(4) Dewan Pengurus Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 

masa bakti 5 (lima) tahun. 

Pasal 36 
(1) Dewan Pengurus Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf 

b berwenang sebagai pengarah program Struktur Partai pada tingkat Cabang. 

(2) Dewan Pengurus Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf 

b mempunyai tugas: 

a. struktural; 

b. konsepsional; 

c. manajerial; dan 

d. operasional. 

Pasal 37 
(1) Dewan Pengurus Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf 

b berkedudukan sebagai Struktur Partai di bawah Dewan Pengurus Wilayah . 

(2) Dewan Pengurus Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah 

pengawasan dan pengoordinasian Dewan Pengurus Wilayah. 

(3) Dewan Pengurus Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung 

jawab kepada Dewan Pengurus Wilayah melalui Musyawarah Cabang. 

(4) Dewan Pengurus Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 

masa bakti 5 (lima) tahun. 

Pasal 38 
(1) Dewan Pengurus Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf 

b berwenang sebagai pengarah program Struktur Partai di tingkat cabang. 

(2) Dewan Pengurus Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf 

b mempunyai tugas: 

a. struktural; 
b. konsepsional; 

c. manajerial; dan 

d. operasional. 

Pasal 39 
(1) Dewan Pengurus Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) 

berkedudukan sebagai Struktur Partai di bawah Dewan Pengurus Wilayah. 

(2) Dewan Pengurus Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah 

pengawasan dan pengoordinasian Dewan Pengurus Cabang. 

(3) Dewan Pengurus Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung 

jawab kepada Dewan Pengurus Cabang melalui Musyawarah Cabang. 

(4) Dewan Pengurus Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 

masa bakti 5 (lima) tahun. 



 

 

Pasal 40 
Dewan Pengurus Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) berwenang 

sebagai pengarah program Struktur Partai di tingkat Pengurus Anak Cabang. 

Pasal 41 
(1) Pengurus Ranting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) 

berkedudukan sebagai Struktur Partai di bawah Pengurus Anak Cabang. 

(2) Pengurus Ranting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah 

pengawasan dan pengkordinasian Pengurus Anak Cabang. 

(3) Pengurus Ranting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab 

kepada Pengurus Anak Cabang melalui Musyawarah Ranting. 

(4) Pengurus Ranting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa 

bakti 5 (lima) tahun. 

Pasal 42 
Dewan Pengurus Ranting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) berwenang 

menyelenggarakan kepengurusan Partai di tingkat ranting. 

Paragraf 3 
Mahkamah Partai  

Pasal 43 
(1) Mahkamah Partai Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf 

c berkedudukan sejajar dengan Dewan Pembina Pusat dan Dewan Pengurus 

Pusat. 

(2) Mahkamah Partai Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkordinasian 

dengan Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat. 

(3) Mahkamah Partai Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung 

jawab kepada Dewan Pembina melalui Dewan Pimpinan Pusat. 

(4) Mahkamah Partai Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa 

bakti 5 (lima) tahun. 

BAB VII 
DEWAN PAKAR DAN DEWAN PENASIHAT 

Pasal 44 
(1) Dewan Pakar adalah lembaga otonom yang terdiri atas orang perseorangan 

yang memiliki keahlian atau kepakaran tertentu sesuai dengan kebutuhan 

Partai untuk mewujudkan kepeloporan dan partisipasi yang komperehensif 

dalam rangka perbaikan umat, bangsa, dan negara. 

(2) Dewan Penasihat adalah lembaga otonom yang terdiri atas orang perseorangan 

yang memiliki latar belakang ketokohan yang dapat memberikan bimbingan 

dan penyuluhan sesuai dengan kebijakan Partai. 

(3) Dewan Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk: 

a. di Tingkat Pusat; 

b. di tingkat wilayah; dan 

c. di tingkat Cabang. 
(4) Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk: 

a. di Tingkat Pusat; 
b. di tingkat wilayah; 
c. di tingkat Cabang; 
d. di tingkat anak cabang; dan 
e. di tingkat ranting. 



 

 

(5) Dewan Pakar dan Dewan Penasihat di Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a, dibentuk dan dibubarkan oleh Dewan 
Pengurus Pusat, atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat. 

(6) Dewan Pakar dan Dewan Penasihat di Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a, bertanggung jawab kepada Ketua 
Umum Partai. 

(7) Dewan Pakar dan Dewan Penasihat di tingkat wilayah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b, dibentuk dan dibubarkan oleh 
Pembina Wilayah dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pimpinan 
Wilayah, atas persetujuan Dewan Pengurus Pusat. 

(8) Dewan Pakar dan Dewan Penasihat wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) huruf b dan ayat (4) huruf b, bertanggung jawab kepada Pembina Wilayah. 

(9) Dewan Pakar dan/atau Dewan Penasihat di tingkat Cabang  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf c, dibentuk dan dibubarkan 
oleh Pembina Wilayah dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pimpinan 
Cabang ; 

(10) Dewan Pakar dan/atau Dewan Penasihat di tingkat Cabang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf c, bertanggung jawab kepada 
Pengurus Cabang. 

(11) Dewan Penasihat di tingkat cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf 
d, dibentuk dan dibubarkan oleh Dewan Pengurus Cabang, atas persetujuan 
Dewan Pengurus Wilayah. 

(12) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pakar dan Dewan Penasihat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat. 

BAB VIII 
ORGANISASI SAYAP PARTAI 

Pasal 45 
(1) Organisasi Sayap Partai merupakan wadah aktivitas dan kaderisasi dalam rangka 

pengembangan potensi, minat, dan bakat Anggota Partai dalam bidang ter-

tentu sesuai dengan Visi dan Misi Partai. 

(2) Organisasi Sayap Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan 

dibubarkan oleh Dewan Pengurus Pusat atas persetujuan Dewan Pembina 

Pusat. 

(3) Hal-hal mengenai struktur kepengurusan Organisasi Sayap Partai diatur 

dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat. 

BAB IX 
HUBUNGAN KEORGANISASIAN 

Pasal 46 
(1) Partai dapat melakukan hubungan Keorganisasian secara resmi dengan lembaga 

dalam dan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk 

kemaslahatan bangsa, dan negara. 

(2) Dewan Pembina Pusat, sesuai dengan kewenangannya, dapat melakukan 

hubungan fungsional secara langsung dengan Struktur Partai di tingkat wilayah 

dan daerah atas persetujuan Dewan Pengurus Pusat  

(3) Hubungan keorganisasian Dewan Pengurus Pusat dengan Struktur Partai di 

tingkat wilayah dan Cabang bersifat struktural. 

 

 



 

 

BAB X 
RANGKAP JABATAN 

Pasal 47 
Partai dilarang memberi amanah rangkap jabatan dalam seluruh kepengurusan 

Organisasi Partai, kecuali diatur lain dengan Pedoman Partai. 

BAB XI 
MUSYAWARAH DAN RAPAT 

Pasal 48 
(1) Musyawarah adalah prinsip pengambilan keputusan yang diselenggarakan oleh 

pengurus Organisasi Partai dalam suatu forum resmi sesuai dengan lingkup 

kewenangan masing-masing berlandaskan nilai-nilai kebenaran, keadilan, 

keikhlasan, kebaikan, kebersamaan, dan kemaslahatan. 

(2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mencapai 

mufakat, baik dengan aklamasi maupun melalui proses pemungutan suara. 

(3) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 

dapat dibatalkan oleh lembaga musyawarah itu sendiri atau oleh Organisasi 

Partai yang sekurang-kurangnya satu tingkat di atasnya. 

(4) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenjang 

pengambilan keputusan terdiri atas: 

a. Musyawarah Nasional 

b. Musyawarah Dewan Pengurus Pusat  ; 

c. Musyawarah Dewan Pengurus Wilayah; 

d. Musyawarah Dewan Pengurus Cabang; 

e. Musyawarah Pengurus Anak Cabang; dan 

f. Musyawarah Pengurus Ranting. 

Pasal 49 
Selain menyelenggarakan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Partai 

dapat menyelenggarakan rapat Organisasi Partai sesuai dengan jenjang pengambilan 

keputusan. 

BAB XII 
PERATURAN PARTAI DAN TATA URUT PERATURAN PARTAI 

Pasal 50 
Peraturan Partai adalah ketentuan resmi Partai yang ditetapkan oleh Organisasi 

Partai dalam suatu forum musyawarah sesuai dengan lingkup kewenangannya yang 

mengikat Organisasi, kepengurusan, dan Anggota Partai. 

Pasal 51 
(1) Jenis dan Tata Urut Peraturan Partai sebagai berikut: 

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; 

2. Ketetapan Musyawarah Nasional; 

3. Pedoman Partai; 

4. Panduan Dewan Pengurus Pusat dan atau Panduan Mahkamah Partai Pusat; 

5. Ketetapan Musyawarah Wilayah;  

6. Ketetapan Musyawarah Cabang; 

7. Ketetapan Musyawarah Anak Cabang; dan 

8. Ketetapan Musyawarah Ranting. 
(2) Rancangan Pedoman Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 4 

ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat atas persetujuan Dewan Pembina Pusat. 

(3) Rancangan Panduan Pengurus Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 



 

 

angka 5 ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat ;  

(4) Jenis Peraturan Partai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup 

peraturan- peraturan lain yang dibentuk oleh Organisasi Partai. 

BAB XIII 
KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN 

Pasal 52 
(1) Keuangan Partai berasal dari: 

a. iuran dan sumbangan Anggota Partai; 

b. bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; dan 

c. sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(2) Penyelenggaraan serta pengelolaan keuangan dan per-bendaharaan Partai diatur 
dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

BAB XIV 
REKRUTMEN JABATAN POLITIK 

Pasal 53 
Partai menyelenggarakan rekrutmen jabatan politik berkenaan dengan penetapan: 

a. bakal calon Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia; 

b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

c. bakal calon gubernur dan/atau wakil gubernur; 

d. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi; 

e. bakal calon bupati dan/atau wakil bupati; 

f. bakal calon wali kota dan/atau wakil wali kota; dan 

g. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota. 

BAB XV 
KEPENGURUSAN FRAKSI PARTAI PADA LEMBAGA PERWAKILAN 

Pasal 54 
(1) Partai sesuai dengan peraturan perundang- undangan membentuk kepengurusan 

Fraksi Partai Pejuang Keadilan dan menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan: 

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; 

b. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi; dan 

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota. 

(2) Dalam hal Partai tidak dapat membentuk kepengurusan Fraksi Partai Pejuang 

Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, Partai 

bersama partai politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

dapat membentuk fraksi gabungan serta menempatkan anggotanya pada alat 

kelengkapan: 

a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi; dan 
b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota. 

(3) Fraksi dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah 

pelaksana kebijakan dalam rangka optimalisasi dan efektivitas peran Partai di dalam: 

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; 

b. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi; dan 

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota. 

 



 

 

Pasal 55 
(1) Kewenangan pembentukan dan pemberhentian kepengurusan Fraksi Partai 

Pejuang Keadilan serta penempatan dan pemberhentian anggotanya pada alat 

kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan sebagai berikut: 

a. untuk Fraksi Partai Pejuang Keadilan di Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat ; 

b. untuk Fraksi Partai Pejuang Keadilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

provinsi ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Wilayah 

atas persetujuan Dewan Pengurus Pusat ; dan 

c. untuk Fraksi Partai Pejuang Keadilan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

kabupaten/kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus 

Cabang atas persetujuan Dewan Pengurus Wilayah ; 

(2) Pimpinan Fraksi Partai Pejuang Keadilan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia atas persetujuan Dewan Pengurus Pusat dapat melakukan hubungan 

fungsional dengan: 

a. Pimpinan Fraksi Partai Pejuang Keadilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

provinsi dan/atau Pimpinan Fraksi Partai Pejuang Keadilan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota; 

b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dari unsur Partai Pejuang 

Keadilan yang berada dalam fraksi gabungan; 

c. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota Partai Pejuang Keadilan nonfraksi. 

(3) Supervisi, pengawasan, dan evaluasi terhadap Fraksi Partai Pejuang Keadilan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: 

a. untuk Fraksi Partai Pejuang Keadilan di Majelis Permusyawaratan Rakyat 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diselenggarakan oleh 

Dewan Pengurus Pusat dalam koordinasi Dewan Pembina Pusat; 

b. untuk Fraksi Partai Pejuang Keadilan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

provinsi diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Wilayah dalam koordinasi 

Dewan Pe,mbina Wilayah; dan 

c. untuk Fraksi Partai Pejuang Keadilan pada Dewan Perwakilan Rakyat 

kabupaten/kota diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Cabang dalam 

koordinasi Pembina Cabang. 

(4) Supervisi, pengawasan, dan evaluasi terhadap anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah provinsi yang berada dalam fraksi gabungan atau non-fraksi dari 

unsur Partai Pejuang Keadilan diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Wilayah 

dalam koordinasi Pembina Wilayah. 

(5) Supervisi, pengawasan, dan evaluasi terhadap anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah kabupaten/kota yang berada dalam fraksi gabungan atau 

nonfraksi dari unsur Partai Pejuang Keadilan diselenggarakan oleh Dewan 

Pengurus Cabang dalam koordinasi Pembina Cabang. 

Pasal 56 
(1) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan dan pembubaran kepengurusan  

Fraksi Partai Pejuang Keadilan pada, serta penempatan dan pemberhentian 

Anggota Partai pada lembaga perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

60 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Panduan Dewan 

Pengurus Pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 



 

 

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan dan pembubaran kepengurusan pada 

Fraksi Gabungan, serta penempatan dan pemberhentian Anggota Partai pada lembaga 

perwakilan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54, diatur 

dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB XVI 
PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PARTAI PADA LEMBAGA PERWAKILAN 

Pasal 57 
(1) Partai menyelenggarakan penempatan, pemberhentian, dan penggantian antar waktu 

Anggota Partai pada lembaga perwakilan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

(2) Penempatan, pemberhentian, dan penggantian antarwaktu Anggota Partai pada 

lembaga perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai 

berikut: 

a. untuk anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia/Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ditetapkan dengan Surat Keputusan 

Dewan Pengurus Pusat atas persetujuan Dewan Pembina Pusat; 

b. untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi ditetapkan 

dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat atas usul Dewan Pengurus 

Wilayah dengan memperhatikan pertimbangan Pembina Wilayah; 

c. untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota ditetapkan 

dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat atas usul Dewan Pengurus 

Cabang dengan memperhatikan pertimbangan Pembina Cabang. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggantian antar waktu Anggota Partai pada 

lembaga perwakilan diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat. 

 

BAB XVII 
PENGHARGAAN DAN SANKSI 

Pasal 58 
(1) Partai dapat memberi penghargaan kepada Anggota, pengurus, dan/atau 

Organisasi Partai atas prestasi, jasa, dan/atau sikap perilaku disiplin berpartai.  

(2) Partai dapat memberi penghargaan kepada orang perseorangan, instansi, 

dan/atau lembaga yang berjasa kepada Partai  ; 

(3) Partai menjatuhkan sanksi kepada Anggota, pengurus, dan/atau Struktur Partai 

berkenaan dengan Pelanggaran Peraturan Partai dan Pelanggaran Disiplin Organisasi. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan penjatuhan 

sanksi diatur dengan Panduan Peraturan Partai. 

 

BAB XVIII 
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR 

Pasal 59 
(1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan atas usul Ketua Dewan Pembina Pusat, 

Dewan Pimpinan Pusat, atau Mahkamah Partai. 

(2) Usul Anggota Mahkamah Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 

oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) ditambah 1(satu) Anggota Mahkamah Partai. 

(3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan 



 

 

secara tertulis kepada Dewan Pembina Pusat sekurang-kurangnya dengan 

mencantumkan Bab, Pasal, ayat, serta bagian-bagian yang diusulkan untuk 

diubah berikut alasan perubahannya dalam 1 (satu) naskah dan harus ditandatangani 

oleh seluruh pengusul pada setiap lembar/halaman naskah tersebut. 

(4) Usul perubahan Anggaran Dasar yang berasal dari Anggota Mahkamah Partai 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Dewan Pembina Pusat 

melalui Dewan Pimpinan Pusat. 

(5) Perubahan dan penetapan terhadap Anggaran Dasar Partai hanya dapat 

dilakukan dalam Musyawarah Nasional yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua 

pertiga) dari jumlah Anggota Pusat, Wilayah dan Cabang ; 

(6) Keputusan diambil dengan persetujuan 50% (lima puluh persen) ditambah 1 

(satu) dari jumlah Anggota Partai yang hadir, sebagaimana dimaksud pada ayat (5). 

 

BAB XIX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 60 
Kepengurusan, dan Peraturan Partai yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang 

tidak bertentangan dengan dan/atau belum diadakan yang baru berdasarkan 

Anggaran Dasar ini. 

 

BAB XX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 61 
Dalam hal terdapat keadaan yang tidak memungkinkan terlaksananya salah satu 

dan/atau beberapa ketentuan Anggaran Dasar ini, ketentuan lebih lanjut ditetapkan 

dengan rekomendasi Dewan Pengurus Pusat ; 

(1) Anggaran Dasar ini ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Partai Pejuang 

Keadilan Masa Bakti Tahun 2024-2025 pada hari Selasa tanggal 19 (sembilan 

belas) Maret 2024 (dua ribu dua puluh empat) di Jakarta. 

(2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal 

disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pada saat Anggaran Dasar ini disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Anggaran Dasar yang ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Partai Pejuang 

Keadilan Masa Bakti tahun 2024-2029. 

 

Pasal 62 
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur lebih lanjut dalam 

Anggaran Rumah Tangga. 

Pasal 63 
(1) Musyawarah Majelis Nasional dengan ini memberikan kuasa dengan hak 

substitusi kepada Dewan Pengurus Pusat untuk: 

a. menyiapkan dan/atau menandatangani segala dokumen yang diperlukan; 
b. mengurus dan menghadap kepada pejabat yang berwenang berdasarkan 

peraturan perundang- undangan; dan 

c. melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pengesahan 

Anggaran Dasar ini. 



 

 

(2) Dewan Pengurus Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan 

kuasa substitusi kepada Anggota Partai dan/atau orang perseorangan bertindak 

untuk membantu proses pengurusan pengesahan Anggaran Dasar. 

(3) Dewan Pengurus Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil 

pengesahan Anggaran Dasar kepada Dewan Pembina Pusat ; 

 
DEWAN PEMBINA PUSAT 

PARTAI PEJUANG KEADILAN  
KETUA, 

 
 
 

ADVOKAT ROPAUN RAMBE 
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